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ABSTRAK 

 

Edi Susanto. 201710115236. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Yang 
Tidak Memenuhi Hak Atas Uang Pesangon Berdasarkan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. 
 
Penelitian ini penting dilakukan mengingat setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan, kepastian hukum yang adil, dan pada dasarnya negara Indonesia 
adalah negara hukum dimana setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya peran penting dan 
tidak berkepihakan pihak pemerintah dalam mengemban fungsi pengawasan dan 
regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak 
saling merugikan. Hukum perikatan Pasal 1321 KUHPer dikatakan bahwa tiada 
sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh 
dengan paksaan atau penipuan terhadap hak upah pesangon menjadi konsekuensi 
pidana kejahatan karena adanya kerugian materiil bagi pekerja.  Penelitian 
dilakukan terhadap norma baru Ketenagakerjaan Pasal 81 dan Pasal 185 Undang-
Undang Cipta Kerja disandingkan dengan beberapa putusan perkara yang terjadi di 
masyarakat yakni pekerja yang memperjuangkan upah pesangon melalui proses 
peradilan yang lama dan menyulitkan pekerja dalam mencari keadilan dengan 
melalui peradilan khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan 
Negeri.  
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perubahan norma baru terkait upah 
pesangon dari perselisihan para pihak menjadi kewajiban perusahaan serta akibat 
hukumnya. Bagaimana proses Peradilan Hubungan Industrial memakan waktu 
yang tidak sebentar  sehingga tuntutan pada peradilan bagi pekerja sering tidak 
dilakukan dan Bagaimanakah konsep Pasal 185 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan norma baru tentang upah pesangon 
yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh.Metode yang digunakan adalah yuridis 
normatif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti implementasi ketentuan 
hukum positif dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.  
Hasil penelitian norma baru terhadap hak atas upah pesangon bagi pekerja/buruh 
yang PHK oleh perusahaan adalah wajib dan ada konsekwensi pidana sejak 
disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Kluster 
Ketenagakerjaan dan untuk menjamin ini maka Pemerintah harus melakukan segera 
pelatihan terhadap dinas terkait di Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus dengan 
instansi terkait untuk melaksanakan pelaksanaan pengawasan. 
 

Kata-kata kunci: hukum ketenagakerjaan, konsekuensi pidana, perikatan, dan 
perbuatan melanggar hukum.            
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ABSTRACT 

Edi Susanto. 201710115236. Criminal Liability of the Company which fails to 
fulfill the Right upon Severance Pay Based on Labor Law. 

This research is important considering that everyone has the right to work and 
receive compensation, fair legal certainty, and basically the state of Indonesia is a 
legal state where every Indonesian citizen has the right to work and a decent living 
for humanity. Therefore, the important and impartial role of the government in 
carrying out the supervisory and regulatory functions as well as the facilitator for 
both the company and the workers is not to harm each other. The law of engagement 
in Article 1321 of the Criminal Code states that there is no valid agreement if the 
agreement was given due to an oversight, or obtained by coercion or fraud against 
the right to severance pay as a criminal consequence of a crime due to material 
losses for workers. The research was conducted on the new norms of Manpower 
Article 81 and Article 185 of the Employment Creation Act juxtaposed with several 
decisions of cases that occurred in the community, namely workers who fought for 
severance pay through a long judicial process and made it difficult for workers to 
seek justice through a special court at the Industrial Relations Court in the District 
Court. 
The purpose of this study is to analyze changes in the new norms related to 
severance pay from disputes between parties to become company obligations and 
the legal consequences. How does the Industrial Relations Court process take a 
long time so that demands on the judiciary for workers are often not carried out 
and How is the concept of Article 185 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower 
is associated with a new norm regarding severance pay that must be given to 
workers/labourers. The method used is normative juridical where the research is 
carried out by examining the implementation of positive legal provisions in certain 
legal events that occur in the community. 
The results of the research on the new norm on the right to severance pay for 
workers/laborers who have been laid off by the company are mandatory and there 
have been criminal consequences since the enactment of Law Number 11 of 2021 
concerning the Creation of Employment Clusters of Employment and to guarantee 
this, the Government must immediately conduct training for the relevant agencies. 
at the Ministry of Manpower as well as with relevant agencies to carry out the 
implementation of supervision. 

Keywords: agreement, criminal consequences, illegal acts, and labor law. 
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MOTTO 

Jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah jalani dengan cara terbaik 

yang kita bisa lakukan. 
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